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KEPALA DESA TANIRAN KUBAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA TANIRAN KUBAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANIRAN KUBAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANIRAN KUBAH,

Menimbang : a. bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 tahun
2020 Kepala Desa Menyampaikan Laporan
pertanggungjawabab realisasi Kepada Bupati melalui
Camat setiap Akhir tahun Anggaran;

b. bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 2
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 tahun
2020 Laporan Pertanggungjawaban paling Lambat 3
(Tiga) Bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
6 tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran



- 3 -

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Noor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016
Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita negara
republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
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tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tagun 2020 Nomor
1496);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 590 );

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun
2023);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2023 Nomor 963);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita
Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023
tentang pengalokasian Dan Desa SetiapDesa,
Penyaluran, dan pengggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2023 Nomor 1052);

25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa
Setiap Desa tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 90);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17 tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 15);

29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017
Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional
dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa serta
Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 45);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun
2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2019 Nomor 71);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020
Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
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33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021
Nomor 28);

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022
Nomor 40);

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2022 Nomor 49);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
Nomor 8):

37. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 60 Tahun 2023 tentang Anggaran Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2023 Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2023
tentang Penjelasan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024
Nomor 31);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 7 tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024 Nomor 7);

39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 45 tahun
2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor
45);

40. Peraturan Desa Taniran Kubah Nomor 6 tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran
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Desa Taniran Kubah Tahun 2019 Nomor 6);

41. Peraturan Desa Taniran Kubah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Taniran Kubah
Tahun 2022 Nomor 4);

42. Peraturan Desa Taniran Kubah Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Taniran Kubah Tahun 2024 Nomor 3);

43. Peraturan Desa Taniran Kubah Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2024 (Lembaran Desa Taniran Kubah Tahun 2023
Nomor 5);

44. Peraturan Desa Taniran Kubah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Taniran Kubah
Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANIRAN KUBAH

dan
KEPALA DESA TANIRAN KUBAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TANIRAN KUBAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANIRAN KUBAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan
rincian sebagai berikut:

Anggaran Realisasi

1. Pendapatan Desa Rp 1.770.307.000,00 Rp 1.780.664.448,42

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 697.378.984,00 Rp 626.628.748,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 695.006.885,00 Rp 616.095.436,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 71.109.579,00 Rp 39.051.750,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 275.662.000,00 Rp 252.323.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Desa Rp 172.463.000,00 Rp 170.700.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.911.620.448,00 Rp 1.704.798.934,00

Surplus/(Defisit) (Rp 141.313.448,00) Rp 75.865.514,42

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 161.313.4488,00 Rp 161.313.448,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00 Rp. 0,00




